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ABSTRAK 
 
 
Sri RInjani, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencurian dengan 
Kekerasan (Studi Kasus Putusan: No. 23/ Pid.B / 2011 / PN.Sidrap)”.  
dibimbing oleh  Bapak H. M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Ibu Nur 
Azisa sebagai pembimbing II. 
 Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan. 
 Penulisan ini dilakukan di Sidrap. Sumber data yang penulis gunakan 
adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pengadilan 
Negeri Sidrap dan sumber data sekunder yaitu  data yang diperoleh dari 
sumber perpustakaan, dokumen serta literature dan sumber lain yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah 
teknik wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri Sidrap. Setelah penulis 
mengumpulkan data lalu data tersebut disajikan dalam bentuk yuridis 
deskriptif. 
 Temuan yand diperoleh dari penulisan ini antara lain : (1) dalam 
penulisan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa penerapan 
hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pelaku 
dihukum selama 5 tahun sesuai dengan perbuatannya. (2) pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sama dengan tuntutan Jaksa yaitu 
selama 5 tahun dan atas pertimbangan Hakim dari beberapa aspek. 
  
iv 
 
ABSTRACT 
 
 
Sri Rinjani, "Judicial Review of Criminal Actions Against Theft with Violence 
(Case Study Verdict: No.. 23 / Pid.B / 2011 / PN.Sidrap)". led by Mr. H. M. 
Said Karim as Supervisor I and Mrs. Nur Azisa as supervisor II. 
 This research aims to determine the application of the criminal law on 
the crime of theft with violence and to find out the legal reasoning judges in 
decisions. 
 The writing is done in Sidrap. Source of data used by the writer is the 
primary data is data obtained directly from the District Court Sidrap and 
secondary data source that data obtained from library sources, documents 
and literature and other sources related to the problem under study. Data 
collection techniques are technical interview with The District Court Sidrap. 
After the authors collected data and then the data is presented in the form of 
juridical descriptive. 
 The findings obtained from this paper is devoted, among others: (1) in 
writing by the author can be seen that the application of criminal law to the 
crime of theft with violence, the perpetrator was sentenced to 5 years in 
accordance with hi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga 
tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap 
kondisi sosial ekonomi masyarakat , terutama menyangkut masalah 
pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. 
Hal ini, mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan 
dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau 
kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang 
berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya 
dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. 
Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat 
untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang 
dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. 
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang , yang 
mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi 
sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara 
tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada 
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kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara 
menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. 
Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum 
serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah 
satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana 
hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media 
massa. 
Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relative 
dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk elakukan suatu tindak pidana 
seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. 
Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana 
pencurian. 
Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu 
kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hamper terjadi 
disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di Kabupaten 
Sidrap, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan 
pencurian dengan kekerasan menempati urusan teratas diantara jenis 
kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam 
kejahatan pencurian yang diadukan ke Pengadilan. Sehingga perlu ditekan 
sedemikian rupa agar dapat menurungkan angka statistik yang senantiasa 
mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
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Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat 
ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan 
lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat 
untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan 
cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. 
Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis 
kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 
KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatn pencurian 
dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan 
kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga 
(Pasal 367 KUHP). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam 
rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian 
terhadap salah satu jenis perbuatan melawan hukum, dengan judul  
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2012/PN.Sidrap)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mengangkat 
permaslahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara 
No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap. 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan perkara No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap. 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan 
perkara No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan perkara No.102/Pid.B/2012/PN. 
Sidrap. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi 
hukum bagi mereke yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum 
pada umumnya. 
2. Dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, 
serta masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan 
hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak 
pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.  
Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa (Lamintang, 1984:47) :   
Arti dari pidana itu atau straf menurut hukum  positif dewasa ini adalah 
suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
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kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang 
pelanggar,yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan hukum  yang harus ditegakkan oleh negara. 
Sedangkan menurut Simons, mengatakan bahwa (Lamintang, 
1984:48) :  
Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana 
telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang 
dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang 
yang bersalah. 
 
Begitu pula dengan Algranjanssen, telah merumuskan (Lamintang, 
1984:48) :  
Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa 
(hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu 
perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa 
tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang 
seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta 
kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak 
pidana. 
 
Dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa 
pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu  penderitaan atau suatu alat 
belaka. 
Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana’ pada umumnya 
diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. 
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Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu  
Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut 
istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: 
“perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman ( sanksi) 
yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut” 
 
Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana 
senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 
suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang 
disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada 
perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada 
orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 
Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan 
hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang 
tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan 
tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai 
hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang 
menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. 
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Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana 
akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 
 “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan 
hukum pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia 
yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang 
tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan 
dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan 
terlarang dengan diancam pidana.  
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas 
apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit 
dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena 
sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan 
pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang 
merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan 
masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian 
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perbuatan melanggar morma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui 
putusan hakim agar dijatuhi pidana. 
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 
dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas 
legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam 
bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege  (tidak 
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal 
dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud 
mengandung tiga pengertian yaitu: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 
undang-undang. 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi. 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
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Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan 
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi 
untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya 
yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. 
Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-
bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang 
dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang 
tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum 
sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan 
segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan 
bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana 
yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan 
sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan 
sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana 
yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada 
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umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur 
objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus di lakukan.  
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2) Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
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keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  
 
Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut : 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum 
2) Bertentangan dengan hukum 
3) Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam 
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja 
maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-
dasar tertentu yaitu sebagai berikut: 
a) Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam 
buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. 
Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
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dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan 
ancaman pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan kejatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan itu meruapakan delik-delik yang melanggar 
kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara 
kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in 
abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang 
membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut : 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu 
dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
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yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk 
selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan 
mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materril, inti 
larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh 
karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah 
yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh 
mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di 
gantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 
pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari 
perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya 
nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.  
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c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja dan tindak pidana tidak dengan senagaja. 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d) Berdasarkan macam perbuatan perbuatannya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana 
omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggotan 
tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar 
larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana 
yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian 
terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah 
tindak pidana aktif. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana 
pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau 
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tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, 
tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang 
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.     
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu 
singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya 
ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga 
terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah 
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, 
yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini 
dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 
keadaan yang terlarang. 
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f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil 
(Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah 
semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. 
g) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 
orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar 
tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan 
tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang 
khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu 
saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau 
nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
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h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap 
pembuatnya tidak disyaratkan  adanya pengaduan dari yang 
berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang 
untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk 
terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, 
atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi 
kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.  
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentukpokok, tindak pidana 
yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi: 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk strandar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; 
3) Dalam bentuk ringan. 
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Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, 
ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang 
diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih 
ringan dari pada bentuk pokoknya.   
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab 
dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat 
disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan 
hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan 
terhadap keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan 
hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, 
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dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi 
dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan  
(Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan 
seterusnya.  
k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumusakan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup 
dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana 
dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu 
yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, 
disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.   
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B. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan 
kata sifat yang dibentuk dari akar kata “jahat” yang berarti sangat jelek, buruk 
dan sangat tidak baik. Pengertian ini mengacu kepada kelakuan atau tabiat 
serta perbuatan seseorang. 
Dari segi hukum, pengertian kejahatan menurut Soedjono Dirjosisworo 
(1995 : 11) adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai 
perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. 
Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke 
waktu. Menurut Made Darma Weda (Abd. Wahid, 2001 : 26), kejahatan 
merupakan problema manusia. 
Hal itu menunjukkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh 
berkembang dalam kehidupan manusia. Eksistensi kejahatan menjadi 
gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. 
Menurut A.S. Alam (2002 : 1), definisi kejahatan dapat dilihat dari dua 
sudut pandang yaitu : 
1. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view), 
kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, 
bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang 
di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap 
perbuatan yang bukan kejahatan. 
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2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the social point of 
view), dalam masyarakat.   
 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 unsur 
pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi (A.S. Alam, 2002 : 3) : 
1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian 
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat 
6. Ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP 
dengan perbuatan 
7. Harus ada sanksi yang mengancam perbuatan tersebut. 
 
Pengertian kejahatan menurut Zakaria Idris (1998 : 425) : 
 
“Kekerasan adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau 
perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 
kerusakan fisik atau barang orang lain”. 
 
Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan 
yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau 
penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur penting yang harus adalah 
berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain 
yang dilukai. 
Menurut Mansour Faqih (Abd. Wahid, 2001 : 31) : 
“Kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “violence” dalam 
bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. 
Kata “violence” diartikan di sini sebagai suatu serangan atau invasi 
(assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. 
Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.” 
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Pandangan Mansour Faqih itu menunjuk pengertian kekerasan pada 
objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk 
penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau 
ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. 
Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak 
lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan 
fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti 
stress dan kemudian bunuh diri. 
Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa : membuat orang 
pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. 
Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 
yang dimaksud kejahatan dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang 
melanggar hukum yang membawa akibat-akibat cedera atau menyebabkan 
matinya orang lain. 
Kejahatan dengan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa 
muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan 
membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Mengenai kejahatan dengan 
kekerasan ini Pasal 170 KUHP (Moeljatmo, 1996 : 65) menjelaskan bahwa : 
1. Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. 
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2. Yang bersalah diancam : 
a. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika 
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan 
yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 
b. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat. 
c.  Dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 
 
Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan kekerasan seperti yang 
dikemukakan oleh Stefen Scahfer (Mulyana W. Kusuma, 1982 : 24-25) 
adalah kejahatan dengan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, 
penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat. Menurut Martin 
R. Haskel dan Lewis Yablonski (Mulyana W. Kusuma, 1984 : 25) bahwa 
mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang 
mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni : 
1. Kekerasan legal 
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh 
hukum. Misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan. 
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi 
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah 
dukungan atau sanksi sosialnya terhadapnya, misalnya tindakan 
kekerasan seorang suami terhadap istrinya yang berzina akan 
memperoleh dukungan sosial dari masyarakat. 
3. Kekerasan rasional 
Beberapa kekerasan yang tidak legal akan tidak ada sanksi 
sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan. 
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Misalnya : pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan yang 
terorganisir. 
4. Kekerasan yang tidak berperasaan 
Kekerasan seperti ini disebut irrational violence yang terjadi 
tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi 
tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.   
 
Bentuk atau jenis kejahatan dengan kekerasan menurut ahli 
kriminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Stefen Scahfer (Mulyana 
W. Kusuma, 1984 : 24) adalah kejahatan kekerasan yang utama yaitu 
pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan, sedang 
pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang mengakibatkan 
kematian maupun luka bagi sesama manusia. 
Kejahatan-kejahatan kekerasan perorangan atau individual dapat 
diketahui dalam tindakan seperti pembunuhan, perkosaan dan 
penganiayaan merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling 
menakutkan. Masyarakat lapisan sosial bawah yang tingkat ekonominya 
lebih rendah atau lebih kecil, mudah untuk melakukan kejahatan dengan 
kekerasan, seperti perampokan. Kejahatan-kejahatan dengan kekerasan di 
negara-negara berkembang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan kaitannya 
dari kekerasan struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam 
masyarakat yang mencerminkan ketidakrataan dan ketidakadilan dalam 
penguasaan dan pengendalian sumber-sumber daya. 
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Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo (1981 : 3), mengemukakan bahwa : 
“Kemiskinan, penindasan dan pencemaran alam, semuanya 
merupakan gejala kesatuan sindrom kekerasan struktural. Di sini 
pulalah maka sistem perang, sistem ekonomi, eksploitasi dan 
perusakan lingkungan hidup merupakan gejala yang bertautan, berada 
dalam kesatuan sindrom dan merupakan bagian dari satu sosok 
struktural.” 
 
Pengertian kekerasan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002, namun Pasal 13 ayat (1) huruf d memberi pengertian 
tentang perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara 
zalim, keji, bengis, atau  tidak menaruh belas kasihan kepada anak. 
Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai 
dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental 
dan sosial. 
Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan maka Pasal 59 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut: 
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran”. 
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Berkaitan dengan Pasal 59 maka, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 mengatur bahwa bagi anak korban kekerasan berhak untuk 
mendapatkan perlindungan khusus. 
 
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
 Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa : 
1. Tindak pidana pencurian yang didahuli, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 
Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau 
menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang urut 
melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang 
yang dicuri itu tetap ada ditangannya. 
Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, 
menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini 
harus dilakukan pada orang,bukan kepada barang, dan dapat 
dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu 
dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan 
pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan 
bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan 
diri atau supaya barang yang dicuri itu tetapditangannya. Seorang 
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pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena 
kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. 
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun. 
a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam 
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada 
rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau 
didalam trem yang sedang berjalan. 
b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama 
atau lebih. 
c. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu 
dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan 
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
palsu. 
d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. 
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika 
karena perbuatan itu ada orang mati. 
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika 
perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau 
matidilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan 
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 
dan nomor 3. 
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Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) 
KUHP, adalah : 
1. Pencurian, yang: 
2. Didahului atau disertai atau diikuti 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
4. Terhadap orang 
5. Dilakukan dengan maksud untuk : 
a. Mempersiapkan, atau 
b. Memudahkan, atau 
c. Dalam hal tertangkap tangan. 
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau 
tersangka lain 
e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang 
dicari. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (2) KUHP, 
adalah : 
1. Waktu malam 
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya. 
3. Di jalan umum. 
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
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D. Pertanggungjawaban Pidana 
Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa 
petindak mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat 
dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, 
jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya 
yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya 
suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu 
bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.  
Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningvatbaar), bilamana pada umumnya :  
a. Keadaan jiwanya :  
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara. 
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan. 
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3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, 
pengaruh  bawah sadar, dengan perkataan lain dia dalam 
keadaan sadar.  
b. Kemampuan jiwa :  
1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya. 
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak.  
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakan tersebut.  
Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan jiwa (geestelijke vermogens). Pertanggungjawaban pidana 
disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah 
seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 
pidana (crime) yang terjadi atau tidak. (Saleh, Roeslan ;1983,).  
Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, 
mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain 
halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari 
pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.  
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 
bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang 
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akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat 
menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia 
menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai 
akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada 
di luar kehendaknya sama sekali (Andi Zainal Abidin Farid, 1995).  
Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 
memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :  
“Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif 
yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang 
yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena 
perbuatannya itu”.  
Di dalam penjelasannya dikemukakan:  
“Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala 
terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang 
melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. 
Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban 
pidana.Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya 
celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif 
kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk 
dapat dikenai pidana karena perbuatannya”.  
“Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar 
dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini 
berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidana hanya akan 
dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana 
tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan 
merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban 
pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu 
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melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat 
dicela oleh karena perbuatannya”.  
Menurut Ruslan Saleh (E.Y. Kanter, S.K. Sianturi, 2002: 25) 
mengatakan bahwa :  
“Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung-
jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus 
keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk 
dalam pengertian kesalahan (schuld)”.  
Menurut Pompe (E.Y. Kanter, S.K. Sianturi, 2002 : 25) mengatakan 
bahwa:  
“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
“kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari 
kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, 
tanpa kesalahan”.  
Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa Unsur subjektif adalah 
adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga 
perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.  
Unsur-unsur subjektif yaitu :  
1. Kesalahan  
2. Kesengajaan  
3. Kealpaan  
4. Perbuatan  
5. Sifat melawan hukum  
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Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur 
objektif yaitu :  
1. Perbuatan  
2. Sifat melawan hukum  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Agar Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada 
penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan 
Negeri Sidrap. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri 
atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara di Pengadilan Negeri Sidrap. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri 
Sidrap mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data 
langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap. 
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Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan 
penelitian penulis. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik 
suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara 
No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap. 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang 
terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan 
terhadap orang. 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga 
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi 
ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur - unsur yang  
memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang  memberatkan 
adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau 
ancaman kekerasan. 
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 Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur - unsur 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat (1) sampai dengan ayat 
(4). Adapun unsur - unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut : 
Ayat (1) memuat unsur-unsur :  
- Pencurian dengan :  
- Didahului 
- Disertai 
- Diikuti 
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang 
 
Unsur-unsur subyektifnya :  
- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau 
- Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau 
peserta lain dalam kejahatan itu. 
Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya 
memiliki unsur :  
1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan  
atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang  
Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain- lain. 
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2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang 
dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.  
Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri 
lain mengambil barang-barang dalam rumah. 
 
B. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan perkara No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap. 
1. Posisi Kasus 
 Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak 
pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 
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dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat. 
Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam 
kasus putusan No. 23/Pid.B/2011/PN.Sidrap. perlu diketahui terlebih dahulu 
penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan 
Negeri Sidenrengrappang yang bersidang di Sidenrengrappang yang 
memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai 
berikut, dalam perkara terdakwa: 
Nama Lengkap : Muh. Hasim Dg. Lau Alias Andi Bin Sidu Dg. 
Naba 
Tempat Lahir : Kabupaten Gowa 
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/ 25 Agustus 1978 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal : Kampung Allaka Desa Kampli Kec. 
Pallangga Kabupaten Gowa 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Karyawan PT. Mandala Multi Finance 
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Bahwa ia terdakwa Muh. Hasim Dg. Lau Alias Andi Bin Sidu Dg. Naba 
turut serta bersekutu dengan terdakwa Daeng Romo Alias Kahar, terdakwa 
Basri Dg. Mone Alias Amir Alias Aso Bin Karim (terdakwa dalam kasus yang 
sama dalam penuntutan berkas terpisah) juga turut serta dengan lelaki 
Samson Alias Resa, lelaki Suryadi Alias Adi, lelaki Ansyar Alias Kondo serta 
lelaki Anwar Alias Botak Alias Daeng Sikki Bin H. Haeruddin dan lelaki 
Samad Alias Daeng Paseng (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari 
Selasa tanggal 27 Mei 2008 sekitar jam 13.30 WITA atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2008 bertempat di Pasar Sentral 
Amparita Kelurahan Toddang Pulu Kecamatan Tellu LimpoE Kab. Sidenreng 
Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah 
mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas seberat 7 (tujuh) Kilo 
Gram (Kg) dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 
yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban H. Amir 
Bin Muh. Yunus, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila 
kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam 
kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda 
yang dicurinya itu, hingga perbuatan terdakwa berteman mengakibatkan 
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saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus mengalami luka-luka berat, perbuatan 
itu dilakukan oleh terdakwa berteman dengan cara-cara sebagai berikut: 
Bermula pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008, sekitar jam 11.00 WITA 
lelaki Basri Dg. Mone dating ke rumah terdakwa dan menyampaikan 
maksudnya mengajak terdakwa untuk ikut bergabung melakukan pencurian/ 
perampokan emas di Kab. Sidrap, setelah terdakwa menyetujui maksud lelaki 
Basri Dg. Mone tersebut, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh lelaki Basri 
dg. Mone menuju ke jembatan Tello Makassar (di depan Ramayana 
Makassar) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria milik 
lelaki Basri Dg. Mone. Sekitar jam 14.00 WITA tanggal 26 Mei 2008 setelah 
tiba dijembatan Tello tidak lama kemudian dating lelaki Samad Dg. Pasang 
yang berbincengan dengan lelaki Anwar Dg. Sikki Alias Botak. Selanjutnya 
terdakwa bersama dengan teman-temannya (berempat) berangkat menuju ke 
Pare-pare. Sekitar jam 23.00 WITA, terdakwa berteman tiba di Pare-pare dan 
menginap di Hotel Gandaria, di hotel tersebut telah menunggu lelaki Ansar 
dan lelaki Suryadi, tidak lama kemudian lelaki Samsong dan lelaki Kahar Dg. 
Romo tiba juga di Pare-pare tempat terdakwa berteman menginap. 
Keesokan harinya Selasa tanggal 27 Mei 2008 sekitar jam 09.00 
WITA, terdakwa dan teman-temannya berkumpul dalam kamar hotel 
kemudian dilakukan rapat untuk menyusun rencana pencurian di Kab. Sidrap, 
dalam rapat tersebut lelaki Ansar dan lelaki Suryadi Alias Repa-rpa yang 
memaparkan strategi untuk melakukan pencurian emas di Sidrap, dan hasil 
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kesepakatan rapat kemudian diputuskan bahwa lelaki Suryadi alias Repa-
repa dan lelaki Ansar yang menjadi penunjuk jalan sedangkan lelaki Basri 
Dg. Mone, lelaki Kahar Dg. Room dan lelaki Samad Dg. Pasang yang 
bertugas di depan pasar untuk mengambil tas yang berisikan emas, 
sedangkan terdakwa bersama dengan lelaki anwar Dg. Sikki dan lelaki 
Samsong diberi tugas untuk berjaga-jaga dan siap diatas kendaraan sepeda 
motor. Setelah selesai menyusun rencana pencurian tersebut, sekitar jam 
12.00 WITA tanggal 27 Mei 2008, terdakwa bersama dengan kedelapan 
temannya berangkat menuju Kab. Sidrap, dengan tujuan Pasar Sentral 
Amparita, sekitar jam 13.30 WITA terdakwa berteman tiba di Pasar Sentral 
Amparita Kab. Sidrap tepatnya di pintu utara pasar kemudian terdakwa 
berteman langsung menyusun tugas sesuai dengan rencana sebelumnya, 
yaitu lelaki Ansar dan Suryadi alias Repa-repa masuk ke dalam pasar, 
sedangkan lelaki Samad Dg. Pasang, lelaki Kahar Dg. Romo dan lelaki Basri 
Dg. Mone menunggu di pintu pasar, sedangkan terdakwa bersama dengan 
lelaki Samsong alias Resa dan Anwar Dg. Sikki berjaga-jaga diluar pasar 
sambil bersiap-siap diatas sepeda motor. Setelah saksi korban H. Amir Bin 
Muh. Yunus menutup took emasnya kemudian berjalan hendak keluar dari 
pasar, maka seketika itu juga dari arah belakang lelaki Pasang langsung 
mengayunkan besi pipa yang telah dipersiapkan sebelumnya ke bagian 
punggung saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus hingga saksi korban jatuh 
tersungkur di tanah sambil memegang tas yang berisi perhiasang emas dan 
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uang, melihat korban terjatuh kemudian dengan cepat lelaki Basri Dg. Mone 
menarik tas berisi perhiasan emas dan uang tersebut namun saksi korban 
tidak mau melepaskannya sehingga terjadi tarik menarik anatara lelaki basri 
Dg. Mone dengan saksi korban, kemudian dengan cepat lelaki Basri Dg. 
Mone mengeluarkan parang yang sudah dipersiapkannya dan langsung 
memotong tali tas yang berisi perhiasan emas tersebut, setelah tas berada 
dalam penguasaan lelaki Basri Dg. Mone kemudian lelaki Basri Dg. Mone 
pergi menuju kea rah motor yang sudah dipersiapkan terdakwa, selanjutnya 
terdakwa membonceng lelaki Basri Dg. Mone dengan maksud akan 
meninggalkan pasar, tiba-tiba lelaki Basri Dg. Mone yang sedang dibonceng 
oleh terdakwa ditarik dari arah belakang oleh saksi korban sehingga lelaki 
Basri Dg. Mone  terjatuh dari boncengan sepeda motor terdakwa dan tas 
berisi perhiasan emas dan uang tersebut direbut kembali oleh saksi korban, 
kemudian lelaki Basri Dg. Mone beserta teman-temannya mengejar kembali 
saksi korban masuk ke dalam pasar, pada saat berlari dalam pengejaran 
lelaki Basri Daeng Mone berteman tiba-tiba kaki saksi korban terpeleset 
mmasuk ke dalam selokan/got sehingga saksi korban terjatuh, melihat saksi 
korban terjatuh maka lelaki Basri Dg. Mone mengayunkan parangnya kearah 
saksi korban dengan maksud akan ditebaskan kea rah tubuh saksi korban, 
melihat kondisinya terancam maka saat itu saksi korban secara spontan 
langsung melepaskan tas yang berisi perhiasan emas dan uang tersebut, 
selanjutnya lelaki Basri dg. Mone mengambil tas itu dan membawanya pergi 
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kemudian lellaki Basri Daeng Mone berboncengan kembali dengan terdakwa 
berangkat menuju Pare-pare. 
 Sekitar jam 17.00 WITA tanggal 27 Mei 2008 terdakwa berteman tiba 
di Kabupaten Maros daerah Sudiang, kemudian terdakwa berteman 
memesan dua kamar, setelah berada di dalam kamar, terdakwa berteman 
membuka tasa milik saksi korban yang berisi emas dan uang tunai sebanyak 
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dari uang Rp. 20.000.000,- (dua 
puluh juta rupiah) tersebut terdakwa langsung mendapat bagian sebesar rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut digunakan oleh 
teman-teman terdakwa sebagai pengganti ongkos operasional yang selama 
ini digunakan dalam perjalanan. Kurang lebih sekitar satu minggu kemudian 
lelaki Kahar Dg. Romo dating ke rumah terdakwa dan membawa uang tunai 
sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan lelaki Kahar Dg. 
Room mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut merupakan 
bagian terdakwa dari hasil penjualan emas yang telah terdakwa rampok 
bersama dengan kedelapan temannya di Kabupaten Sidrap. Bahwa uang 
tunai sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian 
digunakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta 
rupiah) untuk pesta pernikahan adiknya, sedangkan sisanya telah terdakwa 
gunakan untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, 
saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus mengalami kerugian materil yang 
ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1. 700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta 
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rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 
saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus juga mengalami luka-luka berat pada 
bagian tubuhnya akibat perbuatan terdakwa berteman sebagaimana telah 
dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: 053/RS-NM/SR/VI/2008, 
tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amiruddin 
Damis dokter pada RSUD Nene Mallomo dengan hasil pemeriksaan sebagai 
berikut: luka robek pada kepala ukuran 7 x 3 x 2 cm (centimeter) dan luka 
robek pada punggung belakang ukurang 12 x 4 x 3 cm (centimeter) dengan 
kesimpulan bahwa saksi korban mengalami luka robek pada kepala dan 
punggung (trauma akibat benda tajam).   
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan 
ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam kasus ini, Penunt Umum menggunakan dakwaan tunggal. 
Dakwaannya hanya satu/ tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila 
berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak 
pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya 
dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. 
Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-
kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana 
lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasikan 
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atau megkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan 
surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam 
perumusannya dan sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. 
Adapun isi dari surat dakwaan yang telah dibaca, yaitu : 
Bahwa ia terdakwa Muh. Hasim Dg. Lau Alias Andi Bin Sidu Dg. Naba 
turut serta bersekutu dengan terdakwa Daeng Romo Alias Kahar, terdakwa 
Basri Dg. Mone Alias Amir Alias Aso Bin Karim (terdakwa dalam kasus yang 
sama dalam penuntutan berkas terpisah) juga turut serta dengan lelaki 
Samson Alias Resa, lelaki Suryadi Alias Adi, lelaki Ansyar Alias Kondo serta 
lelaki Anwar Alias Botak Alias Daeng Sikki Bin H. Haeruddin dan lelaki 
Samad Alias Daeng Paseng (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari 
Selasa tanggal 27 Mei 2008 sekitar jam 13.30 WITA atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2008 bertempat di Pasar Sentral 
Amparita Kelurahan Toddang Pulu Kecamatan Tellu LimpoE Kab. Sidenreng 
Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah 
mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas seberat 7 (tujuh) Kilo 
Gram (Kg) dan uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 
yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban H. Amir 
Bin Muh. Yunus, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila 
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kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam 
kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda 
yang dicurinya itu, hingga perbuatan terdakwa berteman mengakibatkan 
saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus mengalami luka-luka berat. 
Keesokan harinya Selasa tanggal 27 Mei 2008 sekitar jam 09.00 
WITA, terdakwa dan teman-temannya berkumpul dalam kamar hotel 
kemudian dilakukan rapat untuk menyusun rencana pencurian di Kab. Sidrap, 
dalam rapat tersebut lelaki Ansar dan lelaki Suryadi Alias Repa-rpa yang 
memaparkan strategi untuk melakukan pencurian emas di Sidrap, dan hasil 
kesepakatan rapat kemudian diputuskan bahwa lelaki Suryadi alias Repa-
repa dan lelaki Ansar yang menjadi penunjuk jalan sedangkan lelaki Basri 
Dg. Mone, lelaki Kahar Dg. Room dan lelaki Samad Dg. Pasang yang 
bertugas di depan pasar untuk mengambil tas yang berisikan emas, 
sedangkan terdakwa bersama dengan lelaki anwar Dg. Sikki dan lelaki 
Samsong diberi tugas untuk berjaga-jaga dan siap diatas kendaraan sepeda 
motor. Setelah selesai menyusun rencana pencurian tersebut, sekitar jam 
12.00 WITA tanggal 27 Mei 2008, terdakwa bersama dengan kedelapan 
temannya berangkat menuju Kab. Sidrap, dengan tujuan Pasar Sentral 
Amparita, sekitar jam 13.30 WITA terdakwa berteman tiba di Pasar Sentral 
Amparita Kab. Sidrap tepatnya di pintu utara pasar kemudian terdakwa 
berteman langsung menyusun tugas sesuai dengan rencana sebelumnya, 
yaitu lelaki Ansar dan Suryadi alias Repa-repa masuk ke dalam pasar, 
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sedangkan lelaki Samad Dg. Pasang, lelaki Kahar Dg. Romo dan lelaki Basri 
Dg. Mone menunggu di pintu pasar, sedangkan terdakwa bersama dengan 
lelaki Samsong alias Resa dan Anwar Dg. Sikki berjaga-jaga diluar pasar 
sambil bersiap-siap diatas sepeda motor. Setelah saksi korban H. Amir Bin 
Muh. Yunus menutup took emasnya kemudian berjalan hendak keluar dari 
pasar, maka seketika itu juga dari arah belakang lelaki Pasang langsung 
mengayunkan besi pipa yang telah dipersiapkan sebelumnya ke bagian 
punggung saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus hingga saksi korban jatuh 
tersungkur di tanah sambil memegang tas yang berisi perhiasang emas dan 
uang, melihat korban terjatuh kemudian dengan cepat lelaki Basri Dg. Mone 
menarik tas berisi perhiasan emas dan uang tersebut namun saksi korban 
tidak mau melepaskannya sehingga terjadi tarik menarik anatara lelaki basri 
Dg. Mone dengan saksi korban, kemudian dengan cepat lelaki Basri Dg. 
Mone mengeluarkan parang yang sudah dipersiapkannya dan langsung 
memotong tali tas yang berisi perhiasan emas tersebut, setelah tas berada 
dalam penguasaan lelaki Basri Dg. Mone kemudian lelaki Basri Dg. Mone 
pergi menuju kea rah motor yang sudah dipersiapkan terdakwa, selanjutnya 
terdakwa membonceng lelaki Basri Dg. Mone dengan maksud akan 
meninggalkan pasar, tiba-tiba lelaki Basri Dg. Mone yang sedang dibonceng 
oleh terdakwa ditarik dari arah belakang oleh saksi korban sehingga lelaki 
Basri Dg. Mone  terjatuh dari boncengan sepeda motor terdakwa dan tas 
berisi perhiasan emas dan uang tersebut direbut kembali oleh saksi korban, 
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kemudian lelaki Basri Dg. Mone beserta teman-temannya mengejar kembali 
saksi korban masuk ke dalam pasar, pada saat berlari dalam pengejaran 
lelaki Basri Daeng Mone berteman tiba-tiba kaki saksi korban terpeleset 
mmasuk ke dalam selokan/got sehingga saksi korban terjatuh, melihat saksi 
korban terjatuh maka lelaki Basri Dg. Mone mengayunkan parangnya kearah 
saksi korban dengan maksud akan ditebaskan kea rah tubuh saksi korban, 
melihat kondisinya terancam maka saat itu saksi korban secara spontan 
langsung melepaskan tas yang berisi perhiasan emas dan uang tersebut, 
selanjutnya lelaki Basri dg. Mone mengambil tas itu dan membawanya pergi 
kemudian lellaki Basri Daeng Mone berboncengan kembali dengan terdakwa 
berangkat menuju Pare-pare. 
 Sekitar jam 17.00 WITA tanggal 27 Mei 2008 terdakwa berteman tiba 
di Kabupaten Maros daerah Sudiang, kemudian terdakwa berteman 
memesan dua kamar, setelah berada di dalam kamar, terdakwa berteman 
membuka tasa milik saksi korban yang berisi emas dan uang tunai sebanyak 
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dari uang Rp. 20.000.000,- (dua 
puluh juta rupiah) tersebut terdakwa langsung mendapat bagian sebesar rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut digunakan oleh 
teman-teman terdakwa sebagai pengganti ongkos operasional yang selama 
ini digunakan dalam perjalanan. Kurang lebih sekitar satu minggu kemudian 
lelaki Kahar Dg. Romo dating ke rumah terdakwa dan membawa uang tunai 
sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan lelaki Kahar Dg. 
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Room mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut merupakan 
bagian terdakwa dari hasil penjualan emas yang telah terdakwa rampok 
bersama dengan kedelapan temannya di Kabupaten Sidrap. Bahwa uang 
tunai sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian 
digunakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta 
rupiah) untuk pesta pernikahan adiknya, sedangkan sisanya telah terdakwa 
gunakan untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, 
saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus mengalami kerugian materil yang 
ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1. 700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta 
rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 
saksi korban H. Amir Bin Muh. Yunus juga mengalami luka-luka berat pada 
bagian tubuhnya akibat perbuatan terdakwa berteman sebagaimana telah 
dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: 053/RS-NM/SR/VI/2008, 
tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amiruddin 
Damis dokter pada RSUD Nene Mallomo dengan hasil pemeriksaan sebagai 
berikut: luka robek pada kepala ukuran 7 x 3 x 2 cm (centimeter) dan luka 
robek pada punggung belakang ukurang 12 x 4 x 3 cm (centimeter) dengan 
kesimpulan bahwa saksi korban mengalami luka robek pada kepala dan 
punggung (trauma akibat benda tajam). 
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3. Pertimbangan Hakim 
Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dakwaan 
penuntut umum No. Reg. Perkara No. 23/Pid.B/2011/PN.Sidrap.  bahwa di 
dalam uraiannya sehingga terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan 
Negeri Sidenreng Rappang adalah  berpokok pangkal pada perbuatan 
terdakwa dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang/ benda yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk 
dimiliki disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu sehingga mengakibatkan luka-luka berat pada korban. Atas 
perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada dakwaannya : 
terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 356 ayat (2) ke-2 dan ke-4 
KUHPidana.  
Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan 
yang disuse dengan bentuk dakwaan Tunggal, yaitu: perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 
ke-4 KUHPidana. 
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4. Putusan Majelis Hakim 
Putusan hakim pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan 
tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal itu disebabkan 
karena ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum. 
Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang 
sama mengarahkan kepada kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara 
hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan procedural baru 
member jaminan kepastian dan ketertiban tetapi belum tentu member 
keadilan secara substansial. Apabila ketiga unsur tersebut diterapkan 
sepenuhnya di dalam suatu putusan hakim maka dengan sendirinya putusan 
yang dibuat tersebut tidak akan melanggar dan menyalahi kepentingan 
siapapun. 
Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan 
mengadili perkara pidana dengan terdakwa Muh. Hasim Dg. Lau Alias Andi 
Bin Sidu Dg. Naba yang Penuntut Umuum telah menghadirkan di 
persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap dan 
dibenarkan pula oleh terdakwa dan juga saksi, dengan dakwaan melanggar 
Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana. Dengan memperhatikan Pasal 
365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 
193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 222 KUHAP, serta pasal-pasal 
dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini. 
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MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Muh. Hasim Dg. Lau Alias Andi Bin Sidu Dg. Naba 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan”. 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sidenrengrappang pada hari RABU tanggal 9 Maret 2011 
yang terdiri atas: MUHAMMAD DAMIS,SH.  Sebagai Ketua Majelis, 
RISTANTI RAHIM,SH. dan TRI MULYANTO,SH.  masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan ini diucapkan Dallam siding yang terbuka untuk 
umum pada hari SENIN tanggal 14 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, 
dibantu oleh Muh. Idris amin,SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri 
Sidenrengrappang dihadiri oleh Soetarmi,SH. Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Sidenrengrappang serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa 
didampingi Penasihat Hukumnya. 
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Melihat dari posisi kasus yakni bahwa terdakwa Muh. Hasim Dg. Lau 
Alias Andi Bin Sidu Dg. Naba yang terbukti melakukan tindak pidana 
pencurian dengan melakukan kekerasan pada Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 
KUHP, dimana unsur-unsur dalam tindak pidana ini sudah memenuhi 
karakter dan terbukti. 
Menimbang, karena terdakwa pernah dan sedang ditahan dan majelis 
hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk tidak mengurangkan masa 
penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penahanan 
yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan.  
Menimbang, oleh karena saat ini terdakwa ditahan dan majelis hakim 
tidak menemukan alasan yang cukup untuk, mengeluarkan terdakwa dari 
tahanan dengan pertimbangan bahwa terdakwa berpotensi melarikan diri dan 
mengurangi melakukan tindak pidana, maka terdakwa akan diperintahkan 
tetap ditahan. 
 Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ini diawali dengan 
adanya kondisi desakan ekonomi yang dialami terdakwa dimana terdakwa 
baru saja kehilangan pekerjaannya yang buat terjerumus melakukan suatu 
tindak pidana sehingga perlu disadari oleh terdakwa terjerumus melakukan 
suatu tindak pidana bukan hanya sebagai pembalasan atas apa yang telah 
dilakukannya, tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi 
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perbuatannya, agar kedepannya terdakwa tidak berpikir pendek dengan 
menghalalkan segala cara dan diharapkan terdakwa dapat mengambil hikma 
dan pembelajaran atas peristiwa ini bahwa hidup adala belajar untuk 
senantiasa bersyukur meski tak cukup serta sebagai sarana untuk mencegah 
(tujuan preventif) sekaligus bersifat edukatif, konstruktif dan motivasi bagi 
masyarakat lainnya untuk takut dan tidak berbuat yang semacamnya. 
Menimbang, bahwa sebelum menetukan lamanya pidana yang akan 
dijatukan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat 
- Perbuatan terdakwa tidak hanya mendatangkan kerugia Materil 
dengan jumlah yang besar bagi korban akan tetapi istri korban 
hingga saat ini masih mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. 
Hal-hal yang meringankan  
- Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan. 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak. 
Dari hasil wawancara penulis dengan hakim yang memimpin jalannya 
sidang No.23/Pid.B/2011/PN.Sidrap dalam kasus tindak pidana pencurian 
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dengan kekerasan oleh Muh. Hasim Dg. Lau Alias Andi Bin Sidu Dg. Naba, 
mengungkapkan bahwa pelaku semestinya dijatuhi pidana umum dalam hal 
ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dimana unsur-unsur 
dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 ayat (2) 
ke- 2  dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti. 
Menurut pandangan penulis layak dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 
365 ayat (2) ke- 2  dan ke-4 KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan dan 
turut serta melakukan karena terdakwa dalam hal ini tidak mengenal korban 
dan hanya turut melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. 
Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan luka 
robek pada bagian kepala dan luka robek pada punggung belakang H. Amir 
Bin Muh. Yunus sebagai korban dan akibat luka tersebut, korban harus 
dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari. Bukan hanya korban yakni H. 
Amir bin Muh. Yunus yang mengalami trauma, tetapi istri korbanpun yaitu Hj. 
Rahmawati binti H. Abd. Halim juga mengalami trauma akibat peristiwa yang 
dialami oleh suaminya.  
Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
untuk kasus pencurian dengan kekerasan ini, hakim Damis mengungkapkan 
bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertimbangan yang 
dimaksud oleh Hakim Damis antara lain adalah cara pelaku dalam melakukan 
tindak pidana, akibat yang timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh 
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pelaku tindak pidana, dan dampak sosial terhadap pelaku tindak pidana. 
Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, barulah hakim 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dijatuhkannya putusan oleh hakim 
akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diharapkan dapat menjadi 
efek jera bagi pelaku tindak pidana dan menjadi pembelajaran bagi 
masyarakat sehingga tindak pidana pencurian yang disertai dengan 
kekerasan dapat dicegah atau diminimalisir jumlahnya. 
 Selain pertimbangan yang penulis jelaskan sebelumnya, hakim juga 
perlu mempertimbangkan kesaksian yang diutarakan oleh para saksi dalam 
persidangan dan alat bukti yang ada. Hakim harus mempertimbangkan 
keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana atau 
terdakwa. Dalam kasus ini, hakim perlu mempertimbangkan hal yang 
memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa berpotensi 
meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa ini tidak hanya 
mendatangkan kerugian materiil dengan jumlah yang besar bagi korban akan 
tetapi juga istri korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Namun 
disisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan terdakwa. Dalam kasus ini, ada beberapa hal yang dianggap 
dapat meringankan hukuman terdakwa yaitu, terdakwa sopan dan berterus 
terang selama persidangan berlangsung dan terdakwa mempunyai 
tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak. Hakim sangatlah perlu 
mempertimbangkan hal ini, apabila terdakwa dijatuhi hukuman terlalu lama, 
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kemungkinan besar peran terdakwa sebagai kepala keluarga dan sebagai 
tulang punggung keluarganya akan terganggu karena tidak ada lagi yang 
menafkahi istri dan anaknya selama terdakwa menjalani masa pidana. 
Dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini, jelas bahwa apa yang 
menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sama dengan apa yang 
dipertimbangkan oleh Hakim. Kendatipun dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana tidak terikat dengan tuntutan pidana yang 
diajukan oleh penuntut umum, namun dalam perkara ini antara tuntutan 
pidana dengan putusan hakim tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim sama dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.      
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BAB V 
Penutup 
A. Kesimpulan 
Berdasarakan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan:   
1. Kebijakan  hukum tentang Dissenting Opinion sangat berpengaruh 
karena tidak mengubah independensi hakim itu sendiri dan bersifat 
positif bagi para hakim yang tidak lagi terintervensi dalam 
memutuskan suatu perkara. 
2. Dasar dan alasan pertimbangan hakim pada perkara tersebut 
adalah Dissenting Opinion sangat bersifat positif bagi peradilan 
khususnya dalam beracara. Karena adanya independensi 
kehakiman dan transparansi yang tidak berpengaruh pada hakim,  
dan tidak adanya intervensi lagi baik dari penuntut umum ataupun 
dari para penegak hukum lainnya. 
 
B. SARAN 
Berdasarakan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran : 
1. Diharapkan kedepan kebijakan hukum tentang Dissenting Opinion 
menjadi rujukan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu 
perkara sehingga Supremasi Hukum dapat lebih optimal 
terlaksana. 
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2. Penerapan Dissenting Opinion adalah dampak dari independensi 
kehakiman kiranya Majelis Hakim memperhatikan sosiologi 
hukum yang terjadi di Masyarakat dengan tetap mengacu pada 
hukum positif di negara Republik Indonesia,agar dapat 
menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi setiap pencari keadilan.  
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